KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN @
Nomor: 002/I/KI BANTEN-PS/2016 \v
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN @
<

1. IDE

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Bante?zan emeQ\nemutus dan menjatuhkan
lik

putusan dalam Sengketa Infor 2/I/KIBANTEN PS/2016 yang

diajukan oleh:
Nama s Azh1 ta Yana
Pekerjaan 1rawasl
Alamat lo na No 38 RT/RW 001/007 Kelurahan Lontar Baru
énatan Serang - Kota Serang
Selanjutnya disebut égax Pemohon
’\é Terhadap
Nam ublik : Pemerintah Kota Cilegon

: JI. Jendral Sudirman No. 2 Cilegon
Selanjutnya disebut sebagai Termohon
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon
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2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyvampaikan permohonan penvelesaian
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04

Januari 2016, dan selanjutnva diregister dengan Nomor: 002/UKIBANTEN-PS,2016_fgd

tanggal 11 Januari 2016. \

Kronologi
[2.2] Pada tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon mgggafakan pernmho&@nmasi publik

‘tlegon clglul  surat nomor

kepada Asisten [ Sekretariat PemerintalpgKota g

’
028/CLG/PI/BANTEN/X/2015 yang ditefya pE:u tangg@yzmg sama.
[2.3] Pada tanggal 03 November * mohon n@\‘an keberatan kepada Sekretaris
Daerah Kota Cilegon melglui sural nopior Q 028A/CLG/PI/BANTEN/X12015 vang

diterima pada tanggal hwg sama.
[2.4] Pada tang 24 NovembepQ WY Termohon memberikan tanggapan atas surat

keberatan melalui surat nomO&& /10/PPID/2015 yang diterima Pemohon pada tanggal

03 Desember 2015.
[2.5] Pada tanyal&]anuari 2016. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa inf‘o&%ublik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.
[2.6] Patg twggal 11 Januari 2016. Permohonan diregister.

.7]Q tanggal 18 Mei 2016, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda
sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh para pihak.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID.

Petitum
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[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon

adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada

Permohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Mei 2016 dengan @

Sidang Pemeriksaan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: &
@ujukan

1. Bahwa surat Pemohon mengirimkan surat permohonan infon@

kepada Asisten | Pemkot Cilegon pada tan%Oktober 015 diterima pada

hari yang sama. ?“
2. Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) ?i kevja PemﬁQ\jak mendapatkan jawaban

permohonan informasi pub\arl erm
3. Bahwa tujuan Pemolgn menga]ukan permphonan informasi publik sebagai salah

satu hak warg?iarakat u ngetahui tentang program kegiatan dan

pengguna; aran oleh erintah Kota Cilegon.

4. Bahwa Pemohon e@\(an surat keberatan kepada Sekda Kota Cilegon pada

tanggal 03 Nov 015 dan diterima pada hari yang sama.

5. Bahwa @menerima surat tanggapan atas keberatan yang dikirimkan oleh
t

PPI '\

a tanggal 03 Desember 2015.

% ahwa Pemohon menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa

informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 04 Januari

Kota Cilegon tertanggal 24 November 2015 dan diterima Pemohon

2016.
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Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1 | Foto Copy KTP Atas Nama | ulmgﬁs Azhi Adha Okta Yana.

Bukti P-2 | Salinan Surat permohonan informasi publik kepada Asisten 1 Pemerintah

Kota Cilegon yang dikirimkan dan diterima tertanggal 15 Oktober 2015,

Bukti P-3 | Salinan Surat Keberatan Kepada Sekda Kota Cilegon yang dikirimkan dan
diterima tertanggal 03 November 2013.

Bukti P-4 | Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. @

tertanggal 04 Januari 2016.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukgj-b erlampir.

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar mctgberikan pytusar®

1. Primer
.
Mengabulkan permohonan Pemohon. A\
2. Subsider
Memberikan putusan yang kil-adi]n_vz 1ienurut rasa  keadilan dan peraturan
*

perundang-undangageyang berlaku.

Keterangan Termohon \
[2.13] Menimbang bab&a am persidangan tertanggal 18 Mei 2016 dengan agenda
Sidang Pemeriksaanxmohon vang diwakili oleh Samsul Arif. S.Kom berdasarkan Surat

Kuasa Nom?)\ 1/PPID Utama/2016 dari Pemberi Kuasa H. Abdul Hakim Lubis vang

ditanda i tertanggal 17 Mei 2016. menvatakan keterangan sebagai berikut:
1. hwa Termohon tidak menjawab permohonan informasi karena tidak ada

koordinasi dari bagian umum Kota Cilegon kepada PPID.
2. Bahwa PPID Utama mengirimkan surat tanggapan keberatan tertanggal 24
November 2015 dan dikirimkan 02 Desember 2015 melalui jasa pengiriman surat.
3. Bahwa keterlambatan mengirimkan surat tanggapan atas keberatan karena

terkendala proses tanda tangan Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
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4. Bahwa pada prinsipnya Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta

Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

) Kuasa Nomor : 800/01/PPID Utama/2016 dari Pemberi Kuasa H.
Bt T=1 Hakim Lubis kepada Samsul Arif. S.Komyang ditandatangani te\
17 Mei 2016.
) Salianan Surat Nomor : 480/10/PPID/2015 perihal ta | surat
Bl T=2 keberatan tertanggal 24 November 2015 yang diterf nggal 03
Desember 20135. A .

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dluralm di atas @ktl -bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioneyfagar memb putusan:
1. Primer é O
Menerima penjelasan Termoho Q&

2. Subsider

Memberikan ;iam yang adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan

perundang-undapgén yang

\Qs PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Merﬁm@bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi

Informasgomdr 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,

[ ertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam

sengketa informasi;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
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Terhadap keempat hal tersebut di atas. Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal | angka 5. Pasal 26 avat (1) huruf a, Pasal 27
ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncio Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6

ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelgs
Sengketa Informasi Publik vang pada pokoknva mengatur Komisi Informa
Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik vang pegva t Badan
Publik tingkat Provinsi Banten. ¢ %

ota € ileggn @dzm Publik tingkat
Kota Cilegon yang berkedudukan di Proviig BaRten. A\

i @dan [3.3]. Majelis Komisioner

1ten berwenang memeriksa. memutus.,

[3.3] Menimbang bahwa Termohon Pemerint

berpendapat bahwa Komisi tormasl ]’lownsl
dan menjatuhkan putusa 1adap perm @ a quo.

B. Kedudukan H Cegal St Pemoh(m

[3.5] Menimbang bah\\a oL N0 Pasal 1 angka 12. Pasal 35 ayat (1) huruf c. Pasal 36
ayat (1), Pasal 37 a K« ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Inf& \ubhk Juncto Pasal 1 angka 8. Pasal 30 ayat (1) huruf ¢ dan huruf
2.

e, Pasal 30 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

r Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 7. Pasal 9 ayat (1) dan (2).
, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Selanjutnya disebut PerKl
PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah
mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik  kepada Komisi
Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada

Termohon.
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[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pasal 1 angka 7. dan pasal 11
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik (PerKI PPSIP) menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indon
yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam U

Undang ini. \'

Pasal 1 angka 7 PerKI PPSIP
Pemohon Penyelesaian sengketa informasi publik selanjutny emohon

adalah Pemohon atau pengguna informasi pglk yang meng Q@ permohonan

kepada Komisi Informasi.
Pasal 11 ayat (1) huruf a PerKI PPSIP
Pemohon wajib menyertakan dokume gkapan ma&iionan berupa identitas

yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pend%aspor at@nas lain yang sah yang dapat
membuktikan Pemohonedalah®warg nesia, atau

2. Anggaran dasar yang t x dlsahk@ Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia dan telaly tercatat di Berita Wegara Republik Indonesia dalam hal
Pemohon adalah Ba

3. Surat Kuasa jotokopi anda Penduduk pemberi kuasa dalam hal

Pemoh wakili kelo :
[3.7] Menimbang berdas takta permohonan:

1. Pemohon adalah \K@ ara Republik Indonesia (bukti P-1)

Bahwa Pemo Q mengirimkan surat permohonan informasi publik (bukti P-2).

o

3. Bah\xa @on telah mengirimkan surat Keberatan yang dikirimkan kepada Sekda

K W&2on dan diterima tertanggal 03 November 2015 (bukti P-3)

kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang diterima tertanggal 04 Januari 2016

l 4. a Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

(bukti P-4).
[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragrat /3.5/ sampai dengan /3.7]
Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal

standing) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi publik.
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C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon
[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif. legislatif, yudikatif. dan badan lain vang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. vang
sebagian atau seluruh dananva bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. atau organ ¢Sy

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa InfogaasiRublik memyatak

“Termohon Penyelesaian Sengketa ‘masi Publik g/ selanjutnya disebut
. . . ¢ ) .
Termohon adalah Badan Publik yang qakili oleh Agnagnan Badan Publik. atasan

diberigkQwenangan untuk mengambil

keputusan dalam penvelesaian s&ggkcta intor ’
[3.11] Menimbang bahwa '["erm(N adalah Publik tingkat Kota Cilegon vang

berkedudukan di Provinsi BZM ¢
[3.12] Menimbang bah asarkan @r aragraf /3.9] sampai dengan /3. /1], Majelis
Komisioner berp@s@apat bahw. ®mn memenuhi syarat kedudukan hukum (/egul

standing) sebagai Badan @ dalam sengketa informasi.
a

D. Batas Waktu Peqg: ermohonan Penyelesaian sengketa Informasi
L 4
[3.13] Menimb, bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) dan (2). Pasal 37 ayat (1) dan (2)
.

Undang-U \ omor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan I[nformasi Publik  juncto
Pasa raturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penvelesaian

ta Informasi Publik vang pada pokoknya permohonan penvelesaian sengketa
informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanva
tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon vang

menyatakan bahwa Pemohon menerima surat tanggapan tertulis atas keberatan yang
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dikirimkan Termohon tertanggal 03 Desember 2015 (Bukti T-2) dan selanjutnya Pemohon
mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi
Provinsi Banten pada tanggal 04 Januari 2016 (Bukti P-4).

[3.15] Menimbang bahwa 14 (empat belas) hari kerja bagi Pemohon untuk mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten
yakni sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyeles?gketa

informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat telah t@ a masa 14

h
hodn penyelesaian

(empat belas) hari kerja bagi Pemohon untuk @kan pe&;o

sengketa informasi publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uE! ada pa \3 13] dan [3.16]. Majelis
ye aian

Komisioner berpendapat bahwa 1nforma51 yang diajukan oleh

Pemohon telah melebihi Waktu pengaju permohonan penyelesaian sengketa

informasi. 6? @

4 KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh ur éﬂ fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi In@ rovinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara
a quo. \

[4.2] ofion memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

onan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik di
dalam sengketa informasi.

[4.4] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh
Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa

informasi publik.
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6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan.

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua

merangkap Anggota. Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa. masing-masing sebagai Angdata.

pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka u

pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner vang nama-namanya ter%.

aNserta dihadin o Pemohon dan

, dengan

didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Pagg

Termohon. "‘ ' v A \Q

ohimah)

Anggota Majelis Q& Anggota Majelis
N\ \ \/\ Q“‘k”“‘

( htan) (Nurkhayat Santosa)

udo Siswanto)
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